GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : \2 Tomen 201,

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Menimbang : a.

Mengingat -
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan
dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri
Sipil  berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 34/P Tahun
2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa
Jabatan Tahun 2014 - 2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau
melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau Masa
Jabatan 2014 - 2019.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan ¢ diatas perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Riau tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat [ Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);




Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5324);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5679);

Undang-Undang Nomeor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam
MNegeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
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15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Gubernur adalah Gubernur Riau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provisi Riau;

Unit Kerja adalah Unit Kerja/Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi
Riau;

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau sebutan lainnya dengan
status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk
menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi
Pemerintah Provinsi Riau.

Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Riau.

Esselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Nilai Kinerja adalah Tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai
oleh setiap PNS dan CPNS.

Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1
sampai dengan tanggal 31 dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan
tambahan penghasilan.

Hari kinerja adalah kurun dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif
untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Struktural
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hukuman Disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaatl kewgjiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
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19. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional
vang pelaksanaan tugas dan f[ungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang keahliaannya yang tugas utamanya
meliputi pengembangan pengctahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan
seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang
sistematis.

20. Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi
atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu
pengetahuan atau lebih yang tugas utamanya meliputi pelaksanaan kegiatan
teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di
bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat
pendidikan tertentu.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan Disiplin dan kinerja PNS dan CPNS;

b. Memotivasi PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
c. Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS;

EABE III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu

Ruang Lingkup
Pasal 3

(1] Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan berdasarkan:
a. Kondisi Kerja atau Resiko Kerja;
b. Pertimbangan objektif lainnya.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang
memiliki resiko tinggi.

(3] Tambahan penghasilan berdasarkan ertimbangan  objektif lainnya

; P ¥

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
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Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja atau Resiko Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada SKPD
yvang terdiri dari:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Sar f o

Inspektorat;

Badan Penghubung;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Rumah Sakit Jiwa Tampan,;
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Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan).

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan berdasarkan Pertimbangan
Objekuf lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan
kepada SKPD yang tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai
berdasarkan Kondisi kerja atau Resiko Kerja.

Bagian Kedua

Besaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
diberikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dinamis;

(2) Besaran alokasi dasar dan alokasi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
tercantum dalam Lampiran I dan II, dan merupakan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBERIAN

Pasal 6

(1) Seluruh PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah PNS
dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

(3] PNS yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) pada suatu Jabatan
tertentu dapat diberikan salah satu Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai
Jabatan yang diembannya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

PNS Pusat dan Daerah lainnya yang bekerja pada SKPD dapat diberikan
tambahan penghasilan dengan ketentuan:

a. berstatus dipekerjakan (titipan)/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi
Riau;

b. tidak menerima honorarium atau tunjangan lain yang sejenis dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Lain.

PNS Pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi
Riau yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dan PNS yang berstatus
dipekerjakan (titipan) / diperbantukan/ pada Pemerintah Provinsi Riau dapat
menerima Tambahan Penghasilan setelah yang bersangkutan secara nyata
melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat pernyataan
melaksanakan tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan dan anggarannya
cukup tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)
berkenaan; ;

PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima
Tambahan Penghasilan apabila telah dilantik menduduki jabatan struktural;

Bagi PNS Daerah yang berstatus dipekerjakan/diperbantukan kepada Instansi
vertikal, diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan tidak menerima
Tambahan Penghasilan/Tunjangan Kinerja/Remunerasi atau sejenisnya yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% dari total
Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.

PNS Daerah yang bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang

menerima insentif pemungutan pajak daerah diberikan Tambahan

Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

a. Yang bertugas pada Kantor Pusat sebesar 50% dari Total Tambahan
Penghasilan Pegawai menurut golongan;

b. Yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan/atau Unit Pelayanan
(UF) scbesar 75% dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut
golongan.

PNS Daerah yang bertugas di SKPD PPK-BLUD yang menerima insentif
dan/atau remunerasi diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50%
dari Total Tambahan Penghasilan Pegawai menurut golongan.

Dalam hal insentif dan/atau remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak dapat diberikan karema sesuatu hal dan/atau tidak
tercapainya target penerimaan sesuai Keputusan Gubernur, maka Tambahan
Penghasilan Pegawai diberikan sebesar 100% dari Total Tambahan
Penghasilan Pegawai menurut golongan.

Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar dengan memperolch
beasiswa dan/atau PNS dalam kondisi sakit tidak masuk kerja lebih dari 1
(satu) bulan, hanya diberikan tambahan penghasilan sebesar nilai alokasi
dasar menurut golongan.
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(6) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keahlian diatur sebagai

berikut :

a. Jenjang Utama (Gol IV/d s.d IV/e) disamakan dengan eselon Illa Gol IV;
b. Jenjang Madya (Gol IV/a s.d 1V /c) disamakan dengan eselon [lla Gol III;
c. Jenjang Muda (Gol llI/c s.d 111 /d} disamakan dengan eselon IVa Gol IV;

Jenjang Pertama (Gol ll1/a s.d 1ll/b) disamakan dengan non eselon IV/a.

(7) Tambahan Penghasilan untuk Pejabat Fungsional Keterampilan diatur sebagai
berikut :

a.

b.

Jenjang Penyelia (Gol lI/c s.d IlI/d) disamakan dengan non eselon Gol
IV/a;

Jenjang Pelaksana Lanjutan (Gol III/a s.d llI/b) disamakan dengan non
eselon Gol 11l /¢;

Jenjang Pelaksana (Gol II/b s.d 1I/d) disamakan dengan non eselon Gol
I/ a;

Jenjang Pelaksana Pemula (Gol II/a) disamakan dengan non eselon Gol
II/d.

Pasal 9

(1) PNS yang tidak berhak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yaitu PNS

yang:
a. berstatus tersangka dan ditahan;

b. berstatus terdakwa atau terpidana;

¢. cuti di luar tanggungan Negara;

d. cuti besar kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua serta cuti haji;
e¢. PNGS yvang diberhentikan sementara;

f. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;

g. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;

h.

tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 han atau lebih
dalam 1 bulan.

(2) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan dan cuti haji sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf d diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai maksimal 2 (dua)
bulan.

Pasal 10

(1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan
dengan ketentuan sebagai berikut :

.

b.

Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan
untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan
untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(6)

(1)

Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang
bersangkutan.

BAB. V
KRITERIA DAN PENGHITUNGAN
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 11

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) berdasarkan kriteria yang terdiri darni:

a. Disiplin Kerja;

b. Sasaran Kerja Pegawai.

Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Mengikuti apel pagi;

b. Masuk kantor dan melaksanakan tugas setiap hari kerja;

c. Pulang kerja sesuai ketentuan.

Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
pengisian daftar hadir.

Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
Pelaksanaan tugas rutin setiap hari sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayvat (4), dibuktikan
dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian capaiannya untuk masa
penilaian bulan berkenaan dan Hasil Perhitungan Tambahan Penghasilan
Pegawal.

Tata cara penilaian Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bobot penilaian disiplin dan Sasaran Kerja Pegawal sebagaimana tercantum
dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

Perhitungan
Pasal 12

Perhitungan pemberian Tambahan penghasilan Pegawai berdasarkan:
a. Alokasi dasar;

b. Alokasi dinamis.
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(2) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS bersifat statis/tetap.

(3) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berdasarkan :

a. Disiplin dengan bobot sebesar 40 % dari besaran nilai alokasi dinamis
berdasarkan golongan yang meliputi :

1. Apel pagi diberikan bobot sebesar 5 % dari besaran nilai dinamis
berdasarkan golongan;

2. Masuk kantor diberikan bobot sebesar 20 % dari besaran nilai dinamis
berdasarkan golongan;

3. Pulang kerja sesual ketentuan diberikan bobot sebesar 15 % dari
besaran nilai dinamis berdasarkan golongan.

b. Sasaran Kerja Pegawal dengan bobot sebesar 60 % dari besaran nilai alokasi
dinamis berdasarkan pelaksanaan tugas rutin setiap hari sesual tugas dan
fungsi.

(4) Perhitungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan
nilal capaian 51 — 75 dihitung berdasarkan persentase, sedangkan nilai
capaian 76 keatas dihitung dengan bobot sebesar 60%.

(5) Cara dan contoh hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
ALOKASI ANGGARAN DAN CARA PEMBAYARAN
Bagian Pertama

Alokasi Anggaran
Pasal 13

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawail dianggarkan pada APBD.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD).

Bagian Kedua

Cara Pembayaran
Pasal 14

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya dari masa kerja dan dikenakan pajak penghasilan sesual peraturan
perundang-undangan.

(2) Pejabat Pengguna Anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawal melalui bendahara pengeluaran dari masing-
masing SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kakiad's



(3) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
melampirkan:

a. Penilaian disiplin kerja;
b. Capaian sasaran kerja;
c. Hasil perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;
d. Daftar permintaan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
dibayarkan hanya 1 (satu) jenis dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tempat PNS bertugas pada saat pembayaran.

BAE VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Pertama

Pengawasan
Pasal 15

(1) Kepala SKPD dan Pejabat Struktural secara berjenjang melakukan Pengawasan
terhadap Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS Daerah/CPNS Daerah
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

(2] Tim Pemantau Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat
memberikan rekomendasi penilaian disiplin PNS/CPNS berdasarkan hasil
pengawasan terhadap PNS/CPNS yang dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 16

(1) Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yvang diatur dalam
Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ewvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. Besaran  tambahan  penghasilan dengan  mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah;

b. Mekanisme pembayaran;

¢. Pelaksanaan pembayaran;

d. Kebenaran usulan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
e. Indikator penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
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BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor
7 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal |3 Zenver, 2o,

g H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 1% %~u~n 2oL
jP]t. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

M.YAF[IZ
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Lampiran I :

Peraturan Gubernur Riau

MNomor

Tanggal

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWALI
BERDASARKAN KONDISI KERJA ATAU RESIKO KERJA

BESARAN TAMEBAHAN

NO PEJABAT/ PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL TOTAL TPP ALOKASI ALOKASI
Rp. DASAR Rp. | DINAMIS Rp.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1 |Eselonlia 25,000,000.00 |  6,370,000.00 | 18,630,000.00
2 | Eselon Il a. Gol. IV 15,000,000.00 3,6858,000.00 11,312,000.00
3 Esgelon III a. Gol. III 13,400,000.00 3,276,000.00 10,124,000.00
4 Eselon IV a. Gol. IV 10,750,000.00 2,998,000.00 7,752,000.00
] Eselon IV a. Gol. III 9,500,000.00 2,646,000.00 £,854,000.00
5] Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 8,500,000.00 2,208,000.00 €,292,000.00
7 | Golongan (IV/a) s.d (IV/b) §,200,000.00 2,070,000.00 6,130,000.00
8 | Golongan (I11/¢) s.d (Ill/d) 7,300,000.00 |  1,596,000.00 | 5,704,000.00
9 | Golongan (IlI/a) s.d (III/b) 7,000,000.00 1,512,000.00 5,488,000.00
10 | Golongan (II/a) s.d (I1/d) 5,350,000.00 1,040,000.00 4,310,000.00
11 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 4,200,000.00 880,000.00 |  3,320,000.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 |Eselonlla 25,000,000.00 6,370,000.00 18,630,000.00
2 Eselon III a. Gol. IV 15,000,000.00 3,688,000.00 11,312,000.00
3 Eselon I a. Gol. III 132,400,000.00 3,276,000.00 10,124,000.00
4 | Eselon IV a. Gol. IV 10,750,000.00 2,998,000.00 ¥,752,000.00
S Eselon IV a. Gol. III 9,500,000.00 2,646,000.00 6,854,000.00
6 | Golongan (IV/c] s.d (IV/e) 8,500,000.00 2,208,000.00 6,292,000.00
7 | Golongan (IV/a) s.d (IV/b) 8,200,000.00 2,070,000.00 £,130,000.00
8 | Golongan (IlI/c) s.d (II/d) 7,300,000.00 1,596,000.00 |  5,704,000.00
9 Golongan (III/a) s.d (III/b) 7,000,000.00 1,512,000.00 5,488,000.00
10 | Golongan (I/a) s.d (II/d] 5,350,000.00 |  1,040,000.00 | 4,310,000.00
11 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 4,200,000.,00 880,000.00 3,320,000.00
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 Esclon Il a 20,500,000.00 6,370,000.00 14,130,000.00
2 Eselon III a. Gol. IV 13,250,000.00 3,688,000.00 9,562,000.00
3 Eselon Il a. Gol. III [ 11,700,000.00 3,276,000.00 8,424,000.00
4 Eselon IV a. Gol. IV 10,050,000.00 2,998,000.00 7,052,000.00
S5 | Eselon IV a. Gol. III 9,000,000.00 2,646,000.00 6,354,000.00
6 | Golongan (IV/¢) s.d (IV/¢) 8,900,000.00 | 2,208,000.00 |  6,692,000.00
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BESARAN TAMBAHAN

NO PEJABAT/ PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL | TOTAL TPP ALOKASI ALQOKASI
Rp. DASAR Rp. DINAMIS Rp.
Golongan (IV/a) s.d (IV/Db) 8,300,000.00 2,070,000.00 6,230,000.00
Golongan (Il /¢) s.d (I1I/d) 6,900,000.00 1,596,000.00 5,304,000.00
Golongan (III/a} s.d (III/b) 6,300,000.00 1,512,000.00 4,788,000.00
10 | Golongan (II/a) s.d {II/d) 4,600,000.00 1,040,000.00 3,560,000.00
11 | Golengan (I/a) s.d (I/d) 3,200,000.00 880,000.00 2,320,000.00
INSPEKTORAT
1 Eselon Il a 20,500,000.00 6,370,000.00 14,130,000.00
2 | Eselon Il a. Gol. IV 13,250,000.00 3,688,000.00 9,562,&0().(10—
3 Eselon III a. Gol. III 11,700,000.00 3,276,000.00 8,424,000.00
I 4 | Eselon IV a. Gol. IV 10,050,000.00 2,998,000.00 7,052,000.00
5 Eselon IV a. Gol. III 9,000,000.00 2,646,000.00 6,354,000.00
6 Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 5,900,000.00 2,208,000.00 6,692,000.00
7 | Golongan (IV/a) s.d (IV/b) 8,300,000.00 |  2,070,000.00 |  6,230,000.00
8 | Golongan (Ill/c) s.d (III/d) 6,900,000.00 1,596,000.00 |  5,304,000.00
9 | Golongan (III/a) s.d (I1I/b) 6,300,000.00 1,512,000.00 4,788,000.00
10 | Golongan (II/a) s.d (I1/d) 4,600,000.00 1,040,000.00 3,560,000.00
11 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 3,200,000.00 880,000.00 2,320,000.00
EADAN PENGHUBUNG
1 Eselon IT a 16,000,000.00 6,370,000.00 9,630,000.00
2 | Eselon IIl a. Gol. IV 11,000,000.00 3,688,000.00 7,312,000.00
3 | Eselon III a. Gol. III 9,850,000.00 3,276,000.00 6,574,000.00
4 Eselon IV a. Gol. IV 9,500,000.00 2,998 ,000.00 6,502,000.00
5 | Eselon IV a. Gol. III 8,500,000.00 2,646,000.00 5,854,000.00
6 | Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 8,250,000.00 |  2,208,000.00 6,042,000.00
7 | Golongan (IV/a) s.d (IV/b) 8,000,000.00 | 2,070,000.00 | 5,930,000.00
8 | Golongan (II/c) s.d (II/d) 7,000,000.00 1,596,000.00 |  5,404,000.00
9 | Golongan (Ill/a) s.d (III/b) 6,500,000,00 1,512,000.00 |  4,988,000.00
10 | Golongan (II/a) s.d (II/d) 5,000,000.00 1,040,000.00 |  3,960,000.00
11 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 3,500,000.00 880,000.00 |  2,620,000.00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 Eselon Il a 16,500,000.00 6,370,000.00 10,130,000.00
2 Eselon III a. Gol. IV 9,750,000.00 3,688,000.00 6,062,000.00
3 Eselon III a. Gol. III 8,750,000.00 3,276,000.00 5,474,000.00
4 Eselon IV a. Gol. IV 8,600,000.00 2,998,000.00 5,602,000.00
5 Eselon IV a. Gol. III 7,700,000.00 2,646,000.00 5,054,000.00
6 | Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 7,500,000.00 2,208,000.00 5,292,000.00
7 Golongan (IV/a) s.d {IV/h) £,500,000.00 2,070,000.00 4,430,000.00
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BESARAN TAMBAHAN

NO PEJABAT/ PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL | TOTAL TPP ALOKASI ALOKASI
Rp. DASAR Rp. DINAMIS Rp.
Golongan (Il /¢) s.d (11I/d) 2,000,000.00 1,596,000.00 3,904,000.00
Golongan (I1I/a) s.d (Il/b) 5,000,000.00 1,512,000.00 |  3,488,000.00
10 | Golongan (II/a) s.d (II/d) 3,500,000.00 1,040,000.00 |  2,460,000.00
11 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 2,500,000.00 880,000.00 1,620,000.00
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
1 Eselon II a. Direktur 16,500,000.00 6,370,000.00 10,130,000.00
2 Eselon II b. Waldl Direktur 15,750,000.00 6,140,000.00 9,610,000.00
3 Eselon Il a. Gol. IV 9,750,000.00 3,688,000.00 6,062,000.00
4 | Eselon I a, Gol, III 8,750,000.00 3,276,000.00 5,474,000.00
5 | Eselon IV a. Gol. IV 8,600,000.00 2,998,000.00 5,602,000.00
6 Eselon IV a. Gol. III 7,700,000.00 2,646,000.00 5,054,000.00
7 Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 7,500,000.00 2,208,000.00 5,292,000.00
8 Golongan (IV/a) s.d (IV/Db) 7,000,000.00 2,070,000.00 4,930,000.00
9 | Golongan (III/c) s.d (III/d) 5,500,000.00 1,596,000.00 3,904,000.00
10 | Golongan (III/a) s.d (III/b) 5,000,000.00 1,512,000.00 3,488,000.00
11 | Golongan (II/a) s.d (II/d) 4,000,000.00 1,040,000.00 2,960,000.00
12 | Golongan (I/a) s.d {I/d) 3,000,000.00 880,000.00 2,120,000.00
SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KEUANGAN)
1 Eselon Il a. Gol. IV 10,330,000.00 3,688,000.00 6,198,000.00
2 Eselon III a. Gol. III G,230,000.00 3,276,000.00 9,538,000.00
3 | Eselon IV a. Gol. IV 8,800,000.00 2,998,000.00 5,280,000.00
4 Eselon IV a. Gol. III 7,860,000.00 2,646,000.00 4.716,000.00
5 | Golongan (I1I/¢) s.d (III/d) 6,450,000.00 1,596,000.00 3,870,000.00
5] Golongan (III/a) s.d (III/b) 6,120,000.00 1,512,000.00 3,672,000.00
7 | Golongan (II/a) s.d {II/d) 4,950,000.00 1,040,000.00 |  2,970,000.00
8 | Golongan (I/a) s.d {I/d) 3,950,000.00 880,000.00 |  2,370,000.00
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Peraturan Gubernur Riau
Nomor
Tanggal

Lampiran II:

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

BESARAN TAMBAHAN
NO PEJABAT/ PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL AL AL
TOTAL ITT DAS?:;A:;. DIHH{;'IIES];P.

1 |Eselonl 44.000.000.00 | 17,600,000.00 | 26,400,000.00
2 Eselon II a [Asisten) 30.500.000.00 12,200,000.00 18,300,000.00
3 Eselon II a (Staf Ahli) 20.500.000.00 8,200,000.00 12,300,000.00
4 | Eselon II a (Kepala SKPD) 15.925.000.00 |  6,370,000.00 |  9,555,000.00
5 EselonII b 15.350.000.00 6,140,000.00 9,210,000.00
6 | Eselon III a. Gol. IV 9.220.000.00 3,688,000.00 5,532,000.00
¥ | Eselon III a, Gol. III 8.190.000.00 3,276,000.00 4,914,000.00
8 Eselon Il b 7.665.000.00 3,066,000.00 4,599,000.00
9 Eselon IV a. Gol. IV 7.495.000.00 2,998,000.00 4,497 ,000.00
10 | Eselon IV a. Gol. III 6.615.000.00 2,646,000.00 3,969,000.00
11 | Golongan (IV/c) s.d (IV/e) 5.520.000.00 2,208,000.00 3,312,000.00
12 | Golongan (IV/a) s.d (IV/b) 5.175.000.00 2,070,000.00 3,105,000.00
13 | Golongan (IIl/¢) s.d (III/d) 3.990.000.00 1,596,000.00 2,394,000.00
14 | Golongan (Ill/a) s.d (III/b) 3.780.000.00 1,512,000.00 2,268,000.00
15 | Golongan (II/a) s.d (1I/d) 2.600.000.00 1,040,000.00 1,560,000.00
16 | Golongan (I/a) s.d (I/d) 2.200.000.00 880,000.00 1,320,000.00

BRI

Plt. GUBERNUR RIAT.%

g H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

15




LAMPIRAN IIlI : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL :

BOBOT PENILAIAN TPP

KRITERIA dan INDIKATOR BOBOT

I. | DISIPLIN 40%

Indikator Penilaian

1. Mengikuti apel pagi S%

2. Masuk kantor dan melaksanakan tugas setiap 20%
hari kerja;

3. Pulang kerja sesuai ketentuan 15%

II. | SBASARAN KERJA PEGAWAI 60%

Melaksanakan tugas rutin setiap hari sesuai | 60%

dengan tugas dan fungsi

vPlt. GUEERNUR R]'Alf
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Lampiran IV: Peraturan Gubernur Riau
Nomor
Tanggal

CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BesaraniNilaidinamis
100

Nilai Dinamis per Bobot =

1. Cara Menghitung Bobot Apel Pagi:

Jumlah Mengikuti Apel Pagi

Bobot Apel Pagi = g e P ey x Bobot Maksimal
Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Hadir 22 Hari

Bobot Maksimal 5

Alokasi Dasar = Rp.1.512.000.-

Nilai Dinamis per Bobot = il 2.215n3{;nan. — = Rp.22.630.—

Perhitungan Bobot
Bobot Apel Pagi s 5=5
o009 e agt = — =
P =G

Jadi nilai TPP = 5 x Rp.22.680.-=Rp.113.400.-

2. Cara Menghitung Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas:

Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas=

(Jmlh Absensi Masuk Pagi+ Jmlh Absensi Istirahat Siang
+ jmilh Absensi Masuk setelah Istirahat)

(Jumlah hari kerja 1 Bulan x 3)

x Bobot Maksirmal

Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Absensi Masuk Pagi 22 Hari

Jumlah Absensi Istirahat Siang 22 Harnl

Jumlah Absensi Masuk Setelah Istirahat 22 Hari
Bobot Maksimal 25

Perhitungan Bobot
(22 + 22 + 232)
x25 =125
(22x3)

Bobot Masuk Kantor dan Melaksanakan Tugas =

Jadi nilai TPP = 25 x Rp.22.680.-=Rp.567.000.-

Vi




3. Cara menrghitung Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan:

Jumlah Absensi Pulang Kerja

Bobot Pulang Kerja sesuai Ketentuan = xBobot Maksimal

Jumlah hari kerja 1 Bulan
Contoh:

Jumlah Hari Kerja 22 hari

Jumlah Hadir 22 Hari

Bobot Maksimal 10

Perhitungan Bobot
. o 22
Pulang Kerja sesuai Ketentuan = =5 x10= 10

Jadi nilai TPP = 10 x Rp.22.680.-=Rp.226.800.-

Jumlah Nilai TPPDisiplin Kerja =113.400+567.000+226.800=Rp.907.200.-

4. Cara menghitung Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap hari sesuai
Tupoksi:

Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap hari sesuai Tupoksi

Nilai Sasaran Kerja T ]
e x Bebot Maksima
Nilai Maksimal Sasaran Kerja

Contoh:
Nilai Sasaran Kerja51
Bobot Maksimal 60

Perhitungan Bobot

Bobot Melaksanakan Tugas Rutin setiap har! sesual dengan Tupoksi

51
= Q x 60= 33.26
92

Jadi nilai TPP = 33.26 x Rp.22.680.-=Rp.754.356.-
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Lampiran V : Peraturan Gubernur Riau

Nomor
Tanggal

CONTOH :
SASARAN KERJA PEGAWAI

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGSWA HEGER HFIL
PEJABAT PEMILA FEGAWA NEGERI SIPIL ¥ANG DiMi LAl
et . EYARTFAH PERMA WLISFITA SE Marm s RADUA RIAMA AGISTA S Son
i 19BE01 10 200502 2 005 P - THRAGARS MM 2 6N
PagkalGio Ruang Perata fiLc Pangh)Ge R Penata ThATHLD
A Hasubbia) Hepegivaan Seida Jpbialan  Srg Sub Bacen Repegaaaon
[Lira Ky ¢ Bt O e warst SETTHA, Pooans fliau it Fega : Gird Orfariaass SETOA Provns Rou
TARGET
HO 5L KEGIATAN TLHGAS JABATAN
KUAHTHOUTRUT ELALMUTL WAKTU
4 |Memproses Kenaan Peighel Pegesws Neged Sipi Selda Prowns Aou 20 dokurmen 10D 1 nplary
2 |Mamdid date Tarbahen Penghasian Pegaea (TPP) Sada Provmss R i HoRorT e 164 1 Erran
3 Memprous Sured Soeangan Kenaion Gop Dercala Pegaen Setda Provinsi Riau 11+ SR i) q Enibart
4 Namaressd Serkas Pesun Pegrws Sefda Prowns Riau 2 ok en fira) 1 n it
5 erbante Mengeiola Arsp Pegaesl & Linghung an Sehrelarid Operah Provrsl Riag 30 dohamien 190 1 bzan
6 [Mempioses Partuatan KARIS dan KARSL Prgwwa O Lingklngan Setda Provns R 4 kLT 100 1 bt
Peanbaru, £ Jani:an 2015
Prabat Peniai Fegmem Hogeni Sipil Yang Dirsli
SYAAFEH PERITA MUSETA SE BADA FIAM A ACISTA B Sat
NIP 18380110 200302 2 (02 NIP. 16R50M% 201 102 2 00
PENILALAN CAPAIAN SASARAN KERJA
FPEGAWAI HMEGERI SIFIL
Sarega Vasti Perdaan
07 darvaiet wld 20 St SO4E
TARGLT FEALISAH s
=] L KEGIATAEN TRIAS TAMBAHAN FENGRITUNGAN ik
Hamwrs! Qg Haal W itin ‘Wiakiu Fuan! Dalpal Hard s kT EAEARAN KERLA
1 ] 3 4 H L] 7 B ] 0
1 |Memproies Konxian Fangasd Pegres Hegari Sl Setrly Provins Sl M dowmen 130 butan 14 kL 85 1 badan 235 TEET
T [Memnomt il Tarkatis Peoghauies Pecos (TRF) Seics Prodng ey 1 daameEn 100 buian 1 Hkinen 45 1 bulan 21 2700
4 J;.w:wua;mqaumm Keraban Gaf Berkais Fegaes Selda Prodns T A 7y bated T mhumen " 1 ko o i
4 |nlemproes Berkin Pefra s P Seids Proene R 2 Schumen -3 i H AT X 1 butan 1 T OO
5 r:ﬂ'-fwlﬁmnlﬂaﬁ-'tp Fegaaad o Lingheargan Sesslaral Dae o Proversd ag F— 100 it iT Adaumen 2 q busdan 218 T255
g m:""‘” AR Ry R Lrgigan s L SR A bdan 4 SR L] 1 butan 21 o
JiL TLhIAS TAMEAKAN OAN KREATMITAS :
1
2
3
&
Mila Capaon SHP sl
{2k}

e gy

Fexarbaru I8 Jareean 20935

Pabial Perds

EAFTEAH PERTTA MUEEITA, SE

MNP, | REEC D 200002 200




Klasifikas
Jangka Waktu
Total Har Kerja

S1atus Pegawal

Golongan Hia =.d b

1 02 ramaarn 5fd % Januari 2016

22
PHS

CONTOH :
HASIL PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

HASIL PERHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PEJABAT PEHILAI

FHS Y AMNG ONILA]

hMafna T BEYARIFAH PERITA MUSFITA. SE Blama ! RADWJA REAMNA AGISTA, 5505
raP - TREDT10 200802 2 O0A BIF TRRB0AZS 201102 2 O
FPangh =t A clongan Penata 1o Parghid A ol g Fenala Te0 S lLD
Jabatan Hatubbag Heapegavalan Seda Jabatan - Siaf Sub Bagian Kepogsmaban
Limit Kerja Bro Organiaas SET DA Provinel Riau Linit Kerja - Biro Organdsasi SET DA Prownsi Riau
HO IHRLTEI'\'_IA OAH NI HATOR DoRoT I TAFPalar I wCAPALAM I BOBOT HASIL
L CISIPLIN KERJA
1 | Apes gl = 2z 100 5
] Masuk hardor dan maiaksanakan (ugas 15253 T 2
3 |Puong Kerje Sesuai koentunn 160 22 100 10
TOTAL PENILALAMN DISIPLIN KERJA - - - 40
I SASARAN KER.LL
1 Mciaksanakan Tugas Bulin selap Han sesua denpan Tupokst (i ] 81 54 B AT [ )
TOTAL PEMILALAN SASARAMN KERJA = - - [n
PERHITUNGAN TUNMMANGAR
Alokast Dasar Rp A, 52, a0, 00
i siplin Kera R DT, 00, 0k
Snennarmny Barn Rp A, 20, SO0 O
Totsl TP Hpa R, THI, DM, D
Potongan P agak Rp AT, DD O
Parsrimonn Bersin Rp 3,504, 000, D0
Pelanbaru,

Paojabat Ponilaif Atasan Langsung

S¥ARIFAH PERITA MUSFITA, SE
Fenata ! lll.e
MNIP. 19860110 200902 2 008

?e\Plt. GUBERNUR RIAU
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